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BAB III 

PENUTUP 

 

A. kesimpulan  

Dari Uraian yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan 

dalam penulisan ini adalah : 

1. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan  bantuan hukum secara 

cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana dapat penulis 

simpulkan menjadi tiga, legal aid yaitu bantuan hukum yang diberikan 

oleh suatu lembaga bantuan hukum yang berupa pemberian jasa-jasa di 

bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara 

cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. legal assistance yaitu bantuan 

hukum yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum baik kepada 

mereka yang tidak mampu dimana diberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasihat hukum bagi 

seseorang yang berperkara, baik dari segi ekonomi mampu ataupun dari 

segi pengetahuan hukum memadai. Legal service yaitu bantuan hukum 

yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum bagi mereka yang 

berperkara dimana adanya pemberian honorarium untuk penasihat hukum 

sebagai tanda balas jasa. 

 

2. Dalam proses penanganan dan pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum 

kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dari lembaga bantuan 
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hukum masih mendapatkan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut 

adalah tingkat kesadaran serta pendidikan hukum masyarakat miskin 

umumnya rendah, sehingga mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya mengenai hukum, kurangnya pendanaan bagi 

suatu lembaga bantuan hukum dalam merealisasikan pemberian bantuan 

hukum secara cuma-cuma, sehingga dengan keadaan seperti ini 

menyebabkan suatu lembaga bantuan hukum kinerjanya dalam membantu 

masyarakat miskin menjadi kurang maksimal. 

B. Saran  

 Segala upaya pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum pada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh suatu lembaga bantuan hukum atau 

organisasi bantuan hukum dimaksudkan agar mereka memperoleh serta 

menikmati semua haknya yang diberikan oleh Negara dan bantuan hukum 

menjadi hak orang miskin yang dapat diperoleh  secara cuma-cuma atau tanpa 

bayaran. Dalam melaksanakan kinerja mulia tersebut memang benar masih ada 

hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh suatu lembaga bantuan 

hukum, sehingga dengan adanya hal-hal tersebut penulis dapat memberikan 

saran-saran yang kiranya dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis.  

1. Pemerintah beserta Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama secara 

berkelanjutan dan terpadu mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan 

pendidikan singkat bagi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari 

perkotaan mengenai hak-hak masyarakat sebagai warga Negara akan 
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adanya perlindungan hukum dan persamaan setiap orang di hadapan 

hukum (equality before the law). 

2. Perlunya dana yang tidak sedikit untuk terwujudnya pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan 

hukum, maka pemerintah harus mulai menyediakan anggaran dana atau 

APBN secara proporsional bagi lembaga bantuan hukum untuk 

mewujudkan pemberian bantuan hukum tersebut secara maksimal. 
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